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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA 

PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN CACAT SEUMUR HIDUP 

DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR : 

107/PID.B/2013/PN.PSO 

 

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Poso Nomor: 107/Pid.B/2013/Pn.pso tentang Penganiayaan yang 

mengakibatkan cacat seumur hidup 

Penganiayaan  adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan 

sengaja dan tanpa hak menyakiti dan melukai badan pada orang lain, atau 

dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain atau menimbulkan perasaan 

tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam perkara Nomor: 

107/Pid.B/2013/Pn.Pso tentang penganiayaan yang mengakibatkan cacat 

seumur hidup dengan terdakwa Andi Iskandar alias H. Iskandar, terdakwa 

didakwa dengan dakwaan subsidair yaitu dakwaan primair didakwa dengan 

pasal 354 ayat (1) Kuhp yang berbunyi : 

“Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam 

karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 

delapan tahun”.
1
 

Dakwaan subsidair yaitu pasal 351 ayat (2) Kuhp yang berbunyi :  

“Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
2
 

                                                           
1
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 354 ayat (1). 
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Dakwaan lebih subsidair adalah didakwa dengan pasal 351 ayat (1) 

Kuhp yang berbunyi :  

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah”.
3
 

Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 

107/Pid.B/2013/PN Pso telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana 

“Penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup” yang diatur dalam 

pasal 354 ayat (1) Kuhp sehingga terdakwa patut untuk dipidana. 

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap Bahwa 

terdakwa Andi Iskandar, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 

21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2013, bertempat Desa 

Tadaku Jaya Kecamatan Petasia Kab. Morowali, atau setidak-tidaknya pada 

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Poso, dengan sengaja melukai berat orang lain, perbuatan tersebut dilakukan 

oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan 

tempat sebagaimana tersebut diatas di saat saksi Syamsu Nabi sedang 

berjalan dijalan desa Tadaku Jaya dengan tujuan hendak ke rumah Adi baru 

saja berjalan beberapa meter didepan rumah, saksi bertemu dengan terdakwa 

Andi Iskandar yang berjalan dari arah depan yang lalu bertanya kepada saksi 

dengan menggunakan bahasa bugis yang berarti “… mau kemana..” dijawab 

                                                                                                                                                               
2
 Ibid, pasal 351 ayat (2). 

3
 Ibid, Pasal 351 ayat (1). 
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oleh saksi Syamsu Nabi dengan bahasa bugis yang artinya “.. mau ke rumah 

Adi., saya mau pulang ke selatan sebentar subuh..” mendengar jawaban saksi 

Syamsu tersebut tanpa sebab yang jelas secara tiba-tiba terdakwa Andi 

Iskandar menyerang saksi Syamsu Nabi dengan menggunakan sebilah parang 

terhunus dengan cara mengayunkan parang secara kuat dan cepat yang 

dipegangnya dengan tangan kiri kearah saksi Syamsu Nabi yang mengenai 

pinggang sebelah kanan, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parang 

yang dipegangnya secara kuat dan cepat kearah saksi Syamsu Nabi, 

mendapat serangan tersebut saksi Syamsu kaget secara spontan berusaha 

untuk menangkap parang yang ditebaskan oleh terdakwa tersebut namun 

terdakwa menarik secara kuat sehingga pegangan saksi terlepas, setelah itu 

terdakwa kembali secara membabi buta menyerang saksi Syamsu Nabi 

secara berulang kali dengan cara menebaskan/mengayunkan parangnya 

secara kuat dan cepat kearah tubuh saksi Syamsu Nabi yang mengenai bahu 

sebelah kanan dan rahang saksi Syamsu Nabi, karena mendapat serangan 

secara bertubi-tubi tersebut saksi yang sudah kewalahan berteriak minta 

tolong hingga terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan 

Syamsu Nabi.
4
  

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Syamsu Nabi 

mengalami luka robek pada pipi kanan bawah, luka terbuka pada leher, luka 

robek pada telapak tangan kanan dan luka robek pada telapak tangan kiri, hal 

ini sesuai dengan visum et repertum nomor:07.01/350/II/RSUD K.Dale/2013 

                                                           
4
 Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 107/Pid.B/2013/Pn.Pso. 
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tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktafian 

S. Pamuna.
5
  

Ada 5 (lima) saksi yang didatangkan di pengadilan dalam kasus ini, 

yakni Syamsu Nabi alias Samsu sebagai saksi korban, Syahriani alias Sri, 

Mohamad Ali alias Bayu, Kulman, dan Darman Telesang alias Daru. saksi-

saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah 

kecuali saksi Mohamad Ali alias Bayu karena berumur 12 tahun. Kelima 

saksi tersebut semuanya memberikan kesaksian yang hampir sama dengan 

kronologi kejadian di atas, sebenarnya tidak semua saksi mengetahui 

langsung kejadian yang terjadi, kebanyakan yang mereka ketahui ketika 

korban sudah dalam kondisi penuh dengan sabitan sebelah pedang. Namun 

terdakwa tidak membatah kesaksian mereka kecuali kesaksian tentang 

masalah pemilihan kepala desa yang melatar belakangi penganiayaan 

tersebut. 

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim 

Pengadilan Negeri Poso mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum 

yang tertera dalam putusan. Hal tersebut meliputi unsur-unsur, hal-hal yang 

memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus 

Penganiayaan yang menyebabkan kematian ini. Fungsi pemeriksaan perkara 

di pengadilan merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh 

hakim bersama penuntut umum, penasihat hukum, serta pejabat yang terkait. 

                                                           
5
 Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 107/Pid.B/2013/Pn.Pso. 
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Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan 

terdakwa dan penjatuhan hukuman.  
6
 

Dalam kasus tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan cacat 

seumur hidup ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut 

dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:
7
 

1. Barang siapa; 

2. Dengan sengaja; 

3. Melukai berat orang lain.   

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah Perbuatan 

terdakwa main hakim sendiri dan Saksi korban mengalami cacat seumur 

hidup sehingga tidak bisa bekerja untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan 

hal-hal yang meringankan terdakwa adalah Terdakwa dalam persidangan 

berlaku sopan.  

Dari fakta di atas kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa Andi Iskandar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 

Penjatuhan hukum pidana atau pemidanaan bukan hanya sekedar tentang 

pembalasan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh terdakwa tapi juga ada 

tujuan-tujuan lain dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan.  

Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap 

cocok dengan pendekatan - pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis 

filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana 

merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian 

dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual 

                                                           
6
 Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Prenadamedia group 2014), 219 

7
 Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 107/Pid.B/2013/Pn.Pso. 
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ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah 

untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social 

damages) yang dakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan 

tersebut adalah: 
8
 

1. pencegahan (umum dan khusus); 

2. perlindungan masyarakat;  

3. memelihara solidaritas masyarakat; 

4. pengimbalan/pengimbangan. 

Melihat tujuan pemidanaan di atas, hukuman bukan hanya balas 

dendam tapi juga memperhatikan efek yang ditimbulkan dari pemberian 

hukuman tersebut. 

Tiga segi dalam penegakan hukum sebagaimana yang sering disebut 

dengan istilah : keadilan, kepatian hukum, dan kemanfaatan hukum, adalah 

tiga hal yang harus ada dalam penegakan hukum.
9
 

KUHAP tidak mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai 

dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan untuk 

menentukan pemidanaan sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinannya. 

Dengan demikian, sangat mungkin putusan Hakim berbeda dengan tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum, bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah dari 

tuntutan. Yang dilarang adalah Hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari 

ancaman maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seperti 

                                                           
8
 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. (Alumni, Bandung, 2008). 61. 

9
 Darmoko witanto dan Arya Putra Negara, Diskresi Hakim. 11 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

77 
 

contoh kasus putusan di atas yaitu hakim menjauhkan lebih berat dari 

tuntutan jaksa penuntut umum.  

Tuntutan dari Jaksa yang hanya menuntut 2 tahun juga jauh dari 

hukuman maksimal seperti yang tercantum dalam pasal 354 ayat (1) yaitu 8 

tahun jika melihat dari akibat yang dirasakan oleh korban dan keluarganya 

yang mengakibatkan korban yang sebagai kepala keluarga dan yang mencari 

nafkah untuk kelurga. Dilihat dari efek yang ditimbulkan, tindakan tersebut 

bisa saja mengancam nyawa bagi korban. Sangat ringan jika hanya dituntut 

dengan tuntutan 2 tahun penjara. Seharusnya Jaksa penuntut umum bisa 

mempertimbangan bukan hanya dari efek tindak pidana tersebut dalam 

jangka pendek tapi juga jangan panjang, dimana korban yang sudah 

menderita cacat seumur hidup tidak bisa lagi melakukan pekerjaan seperti 

biasa, korban adalah seorang petani yang dimana kedua tangan sangat 

berpengaruh dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Dengan keadaan saat ini 

korban yang tidak bisa bekerja seperti biasa lagi dan harus menafkahi 

keluarganya, seharusnya hal ini bisa jadi pertimbangan Jaksa dan hakim 

dalam penentuan hukuman.  

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman:
10

 

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat”. 

                                                           
10

 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Dari sini tampak bahwa dalam bidang penemuan hukum, Hakim juga 

memegang peranan penting. Dari ketentuan pasal tersebut, tercermin 

kebebasan Hakim dalam menggali dan menemukan hukum untuk mencapai 

keadilan.
11

 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 

107/Pid.B/2013/Pn.Pso penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana 

penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, jika dilihat dari 

perbandingan tuntutan dan putusan yang di jatuhkan oleh hakim sudah 

cukup adil karena hakim memutus lebih berat dari tuntutan jaksa (Ultra 

Petita), namun jika dilihat dari efek yang ditimbulkan berdampak pada 

keadaan keluarga korban, hukuman tersebut seharunya bisa lebih berat. 

Hukuman tersebut belum mencerminkan tujuan pemidanaan hukum pidana 

yang telah disebutkan di atas, seperti mendatangkan rasa damai bagi 

masyarakat. 

 

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam 

tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup (studi 

putusan nomor 107/Pid.B/2013/Pn.Pso) 

Tindak pidana Penganiayaan dalam hukum pidana Islam disebut 

dengan istilah tindak pidana atas selain jiwa atau jinayat selain pembunuhan. 

Yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh, 

                                                           
11

 Suwondo, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberti, 1982), 27. 
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baik dengan cara memotong, melukai maupun menghilangkan fungsinya.
12

 

Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan, 

seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah adalah setiap perbuatan 

menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai 

menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa. Berikut pembagian 

tindak pidana atas selain jiwa.
13

 

a. Jinayat dengan memotong dan memisahkan anggota badan. 

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama adalah tindakan 

terhadap perusakan anggota badan dan anggota lain yang disetarakan 

dengan anggota badan, baik berupa pelukaan atau pemotongan. Dalam 

kelompok ini yaitu termasuk, tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji 

pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, bibir 

kemaluan wanita, dan lidah. 

b. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap 

utuh 

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak 

manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badanya masih 

utuh. Dengan demikian, apabila anggota hilang atau rusak, sehingga 

manfaatnya juga ikut hilang maka itu termasuk kelompok pertama di 

atas .yang termasuk dalam kelompok ini adalah hilangnya pendengaran, 

penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh 

                                                           
12

 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah, terjemah : Abu Ihsan,. 319 
13

 Ibid. .324 
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dan lain-lain.
14

 Ada pendapat lain tentang menghilang manfaat angota 

badan yang lebih terperinci, yaitu sebgai berikut:
15

 Hilangnya akal, 

Hilangnya pendengaran, Hilangnya daya penglihatan, Hilangnya daya 

penciuman, Hilangnya kemampuan berbicara, Hilangnya daya perasaan 

oleh lidah, Hilangnya kemampuan perempuan untuk berketurunan, 

Hilangnya kemampuan bersetubuh, Hilangnya daya gerak tangan 

sehingga lumpuh, Hilangnya kemampuan berjalan. 

c. Ash-Shajjaj 

Yang dimaksud ash shajjaj adalah pelukaan khsusus pada bagian 

muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan 

kepala termasuk kelompok keempat yang akan di bahas berikutnya. 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa shajjaj adalah pelukaan pada 

bagian wajah dan kepala, tetapi khusus dibagian tulang saja, seperti 

dahi. Pembagian Shajjaj dan penjelasanya antara lain : Kharisah (luka 

yang merobek kulit sedikit, seperti tergores (lecet), dan tidak 

mengeluarkan darah). Ad-Damiyah (luka dan goresan yang 

mengeluarkan darah tapi tidak sampai menetes). Badhi’ah (luka yang 

merobek daging setelah menembus kulit, yakni memotong kulit). 

Mutala>himah (luka yang menembus daging tapi tidak sampai menembus 

tulang). Simhaq (luka yang mencapai kulit (selaput) yang menghalangi 

antara kulit dengan tulang). Muwadhdhihah (luka yang meperlihtkan 

tulang). H}ashi>mah (luka yang mematahkan tulang, baik luka itu terlihat 

                                                           
14

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam. 181 
15

 Paisol Burlian, Implementasi Konsep Hukum Qishash di Indonesia. 61-62 
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tulangnya ataupun tidak, menurut ulama madzhab Asy-Syafi’iyah). 

Munaqqilah (luka yang mematahkan dan memindahkan tulang dari 

tempat asalnya, baik luka itu menampakkan tulang dan meremukkannya 

maupun tidak). Ma’mu>mah atau aa>mah (luka yang menembus inti 

kepala yaitu tempurung otak yang membungkusnya). Ad-Damighah 

(luka yang merobek tempurung otak dan mencapai otak). 
16

 

Istilah-istilah yang telah disebutkan di atas hampir disepakati oleh 

seluruh madzhab fikih, walaupun ada sedikit perbedaan mengenai 

urutannya. Jadi, perbedaannya hanya terletak pada penentuan makna 

secara bahasa. 

 Menurut Abdurrahman Al Jaziri, sebenarnya shajjaj yang disepakai 

fuqaha adalah sepuluh macam, yaitu tanpa memasukkan jenis yang yaitu 

Ad- Damighah. Hal ini karena Ad-Damighah itu pelukaan yang merobek 

selaput otak, karenanya otak tersebut akan berhamburan, dan 

kemungkinan mengakibatkan kematian. Itulah sebab Adh-Damighah 

tidak dimasukkan kedalam kelompok syajjaj.17
 

d. Al- Jirah 

Al- jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala 

dan Al-Athraf. Anggota badan yang termasuk dalam golongan jirah ini 

meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. 

Jika dilihat dari pembagian tindak pidana penganiayaan di atas kasus 

di dalam putusan pengadilan negeri poso di atas bisa dikategorikan kedalam 

                                                           
16

 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah. 324-325. 
17

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam. 183 
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tindak pidana atas selain jiwa dengan menghilangkan fungsi anggota tubuh 

korban, yaitu fungsi tangan korban yang cacat seumur hidup. Berikutnya 

hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Islam, hukuman 

pokok untuk tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam yaitu 

hukuman kisas, namun pelaksanaan kisas harus memenuhi beberapa syarat 

yang akan dijelaskan lebih lengkap berikut. 

Hukuman utama dari tindak pidana atas selain jiwa adalah hukuman 

kisas sesuai dalam dalil di bawah ini. 

نَا عَلَيْ  نَّ بِِ وكََتَ ب ْ نِّ هِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّفْسَ بِِلن َّفْسِ وَالْعَيَْْ بِِلْعَيِْْ وَالْْنَْفَ بِِلْْنَْفِ وَالُْْذُنَ بِِلْْذُُنِ وَالسِّ لسِّ

 وَالْْرُُوحَ قِصَاصٌ 

 “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) 

bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan 

hidung, telinga oleh telinga, gigi dengan gigi, dan laku-luka (pun) ada 

kisasnya” (QS. Al-Maidah : 45).
18

 

Syarat – syarat untuk dilaksanakannya hukuman kisas harus dipenuhi 

sebelum diputuskan hukuaman kisas, jika syarat-syarat tersebut tidak 

terpenuhi maka hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa 

dikenakan hukuman diat. Jika melihat dalam putusan nomor : 

107/Pid>.B/2013/Pn.Pso, terdakwa Andi Iskandar telah memenuhi semua 

syarat di atas, maka dari itu kemungkinan hukuman kisas bisa dilaksanakan.  

                                                           
18

 Kemenag, Al - Quran dan terjemahannya , (Semarang: CV Adi Grafika Semarang,1994) . 16 
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Namun ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terhalangnya 

pelaksanaan kisas dan yang bisa menyebabkan gugurnya hukuman kisas bagi 

pelaku tindak pidana atas selain jiwa selain tidak terpenuhi syarat di atas, 

yang menghalangi pelaksanaan hukuman kisas adalah sebagai berikut :  

1. Tidak sama dalam kesehatan dan kesempurnaan, contoh tidakn boleh 

memotong tangan lumpuh sebagai balasan dari tangan yang masih 

sempurna.  

2. Tidak ada kesepadanan dalam objek qishash, contoh : mata kanan tidak 

boleh dibalas dengan mata kiri.
19

 

3. Kisas tidak mungkin dilakukan tanpa kelebihan,  

4. Tidak ada keseimbangan antara korban dengan pelaku,  

5. Korban merupakan bagian dari pelaku. 

Sedangkan yang menyebabkan gugurnya kisas disebabkan oleh :
20

 

1. Tidak adanya tempat (objek) kisas; 

2. Adanya pengampunan bagi pelaku oleh keluarga atau korban; 

3. Adanya perdamaian. 

Pelaksanaan hukuman kisas pada kasus putusan nomor : 

107/pid.b/2013/Pn.Pso sangat sulit untuk diterapkan jika melihat hal-hal 

yang menyebabkan terhalangnya pelaksanaan hukuman kisas di atas yaitu 

ada di kisas tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya kelebihan. Kasus 

dalam putusan di atas adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat 

                                                           
19

 Imam Taqiyuddin abu Bakar, Kifayarul Akhyar (III), penerjemah : zainuddin dan asrori, 

(Surabaya : PT.Bina Ilmu 2014), 22 
20

 Imam Wardhi Muslich, Hukum Pidana Islam, 194. 
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yang artinya kedua tangan masih utuh namun fungsinya yang hilang. 

Menghadapi masalah tersebut sangat sulit untuk dihukum dengan hukuman 

kisas. 

Dalam hukum pidana Islam Hukuman tetap diterapkan meskipun 

tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. 

Pemberian hukuman yang baik adalah: 

a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Maksudnya 

adalah mncegah sebelum terjadinya perbuatan dan menjerakan setelah 

terjadinya perbuatan. 

b. Hukuman sangat bergantung kepada kebutuhan kemaslahatan 

masyarakat apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman maka 

hukuman diperberat. Demikian pula jika kemaslahatan menghendaki 

ringanya hukuman maka hukuman diperingan. 

c. Memberikan hukuman bukan berari membalas dendam kepada orang 

yang melakukan kejahatan. Hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat 

Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk 

ihsan kepada hamba-Nya. 

d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak 

melakukan maksiat.
21

 

Dengan demikian tujuan pemidanaan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pembalasan, artinya setiap perbuatan 

yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

                                                           
21

 Djazuli, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasa, 1997). Hal.26 
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nas. Efek jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan 

bagi masyarakat luas. 

b. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif, artinya 

pemidanaa bisa memberikan pembelajaran bagi orang lain untuk tidak 

melakukan kejahatan serupa. Contoh orang berzina yang hukumannya 

didera atau dirajam di depan umum sehingga orang melihat diharapkan 

tidak melakukan zina. 

c. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan khusus, artinya seseorang 

yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia bertaubat 

dan tidak mengulangi kejahatnnaya lagi. Sebab mencegah seseorang dari 

perbuatan kejahatan bisa melalui penderitaan akibat dipidana atau 

timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani hukuman.
22

 

Tujuan dari pemidanaan diatas adalah sebagian kecil dari tujuan 

hukum Islam (syarak) yang terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, 

tingkatan Ad}-D}aruriyah yaitu tingkatan esensi dalam kehidupan manusia, 

baik kehidupan diniyah maupun dunia. Yang dipandang esensi dalam 

d}aruriyah adalah : Memelihara akal, jiwa, akal fikiran, keturunan, 

kehormatan dan harta. Kedua tingkatan al-Hajjiyah yaitu segala yang 

dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak 

masyaqqot. Ketiga tingkatan at-Tahsiniyah yaitu segala yang berhubungan 

dengan kewibawaan dan keutamaan akhlaq sekedar untuk memenuhi 

keindahan tradisi, baik dalam ibadah, mu’amalah, kebiasaan maupun 

                                                           
22

 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004). 
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uqubat.23
 Dari tujuan tersebut bisa dilihat bahwa hukum Islam sangat 

menjaga kelangsungan hidup manusia, jika dilihat dari putusan pengadilan 

Negeri Poso Nomor : 107/Pid.B/2013/Pn.Pso yang dibahas ada 2 d}aruriah 

yaitu tentang menjaga jiwa dan harta. Penerapan hukuman kisas bagi pelaku 

tindak pidana penganiayaan bertujuan sebagai efek jera bagi pelaku dan 

sebagai pelajaran bagi masyarakat, dan sesuai dengan tujuan hukum pidana 

Islam yaitu sebagai upaya pencegahan. 

Dalam kasus putusan nomor 107/Pid.B/2013/Pn.Pso di atas  

meskipun faktor kesulitan untuk melaksanakan hukuman kisas dalam tindak 

pidana menghilangkan manfaat ini sangat besar, namun menurut jumhur 

fuqaha selama hal itu memungkinkan tetap di upayakan untuk 

melaksanakannya. Namun apabila kisas tidak memungkinkan untuk 

dilaksanakan maka perlu dibebani hukuman diat. Namun jika dilihat 

kronologi dalam putusan nomor 107/Pid.B/2013/PN.Pso hukuman yang 

sangat bisa dijatuhkan adalah hukuman diat, yang menjadi pertimbangan 

disini adalah masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan 

hukuman kisas bagi pelaku, tentang memungkinkan dilakukannya hukuman 

qishahs tanpa ada kelebihan dan aman berkelanjutan. Jika kisas diterapkan 

dalam kasus ini maka eksekusi yang dilakukan sangat sulit jika dilakukan 

tanpa ada kelebihan, dalam putusan tersebut dijelaskan kronologinya adalah 

terdakwa membacok korban dan mengenai telapak tangan kanan dan kiri. 

Jika dieksekusi dengan kisas maka tidak boleh ada kelebihan dalam 

                                                           
23

 Muchlis Usman, Filsafat Hukum Islam, (Malang  : LBB Yan’s Press, 1994), Hal. 50-53 
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pelaksanaan dan aman yang berkelanjutan atau tidak ada akibat 

berkelanjutan.
24

  

Hukuman diat merupakan pengganti untuk hukuman kisas apabila 

hukuman kisas tersebut terhalang karena suatu sebab, atau gugur karena 

sebab-sebab tersebut. Diat sebagai hukuman penganti berlaku dalam tindak 

pidana atas selain jiwa dengan sengaja. Dan juga sebagai hukuman pokok 

apabila jinayahnya menyerupai sengaja atau kesalahan, seperti apa yang 

dikemukakan oleh Imam Syafi’i dan Hanbali. Diat dalam hukuman untuk 

tindak pidana atas selain jiwa dibagi menjadi dua macam, pertama diat 

penuh (kami>lah) yaitu seratus ekor unta. dan diat kurang dari diat penuh 

digunakan istilah irsh atau ghairu kami>lah. Irsh dibagi menjadi dua macam, 

yaitu yang telah ditentukan (muqaddar) dan belum ditentukan (ghairu 

muqaddar).  

Irshun muqaddar adalah ganti rugi yang sudah ditentukan batas dan 

jumlahnya oleh syara’. Contoh seperti diat untuk satu tangan atau satu kaki. 

Sedangkan irshun ghairu muqaddar adalah ganti rugi yag belom ditentukan 

oleh syara’. Dan untuk penentuannya diserahkan kepada hakim. Diat yang 

kedua ini disebut juga dengan h}uku>mah.
25

 

 بَاعٌ بِِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بِِِحْسَان  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتِّ 
 

Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, 

hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 

                                                           
24

 Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 107/Pid.B/2013/Pn.Pso. 
25

 Ahmad Wardhi Muslich, Hukum Pidana Islam. 197. 
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yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara 

yang baik pula. (Al-Baqarah:178) 

Sebagaimana dalam Putusan pengadilan negeri poso nomor : 

107/Pid.B/2013/Pn.Pso kasusnya adalah hilangnya fungsi dari kedua tangan 

korban akibat terkena pedang yang diayunkan oleh terdakwa, jadi hukuman 

yang realistis untuk bisa diterapkan dalam kasus ini adalah hukuman diat.  

 Melihat dari aspek yang bisa menjadikan gugurnya hukuman kisas 

yaitu dikhawatirkan ada kelebihan dalam eksekusi kisas sehingga 

dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih lanjut bagi terdakwa, 

dan sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu menjaga jiwa seseorang. 

Meskipun bisa saja diterapkan hukuman dengan kisas namun jika tidak ada 

jaminan bisa dilakukan tanpa kelebihan maka lebih baik dikenakan hukuman 

diat. Namun jika melihat dari putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 3 

tahun yang melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, 

sudah cukup bagus karena dapat berasumsi bahwa hakim 

mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, namun meskipun sudah 

melebihi tuntutan yang diajukan hukuman tersebut masih terlihat terlau 

ringan dilihat dari hukum pidana Islam ataupun Hukum Pidana positif. 

Dalam hukum pidana Islam ada tujuan hukum Islam d}aruriah yang 

sudah dijelaskan diatas dimana hukum Islam sangat melidungi hak-hak 

manusia, termasuk hak korban penganiayaan di atas, jika dalam hukum 

pidana Islam sangat berat hukumannya. Hampir sama tujuan hukum pidana 

Islam dan hukum pidana positif yaitu hukuman bukan untuk pembalasan tapi 
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juga sebagai peringatan bagi masyarakat jika melakukan tindak pidana harus 

siap dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukuman juga sebagai 

efek jera bagi pelaku, dan untuk menjaga rasa damai dalam komunitas 

masyarakat.   

Jika diat dijatuhkan kepada terdakwa maka terdakwa harus membayar 

diat kami>lah yaitu 100 ekor unta sesuai yang dijelaskan di atas, Harga satu 

unta dewasa mencapai Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah),
26

 jika 

dikalikan dengan 100 (seratus) ekor unta maka jumlahnya mencapai Rp. 

1.400.000.000,- (satu milyar emapat ratus juta rupiah). Selain hukuman diat 

adalah hukuman yang paling memungkinkan untuk diterapkan karena 

hukuman kisas sulit untuk dieksekusi, dari dilihat dari aspek kelangsungan 

hidup korban dan keluarga, dengan uang denda tersebut setidaknya bisa 

dijadikan untuk keluarga korban memulai hidup yang baru, atau bisa juga 

uang tersebut bisa dijadikan oleh korban untuk berobat, namun jika memang 

tangan korban sudah tidak bisa lagi disembuhkan mungkin bisa untuk 

membeli alat bantu yang fungsinya hampir sama dengan tangan korban yang 

sudah lumpuh, dengan adanya alat bantu tersebut mungkin bisa membantu 

korban sebagai kepala keluarga untuk bisa kembali bekerja seperti biasa dan 

bisa menafkahi keluarga korban lagi. 
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 https://brainly.co.id/tugas/125873,  diakses pada 05 juli 2017. 
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